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A. Latar Belakang Masalah 
 Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara guna membiayai semua pengeluaran 
termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya 
partisipasi dan kerjasama yang baik anatara masyarakat dan pemerintah untuk 
meningkatkan pembangunan di Indonesia, salah satu bentuk kerjasama yang 
bisa dilakukan yaitu dalam hal pemungutan pajak. 
 Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 
berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang 
oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 
(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan (Rahdina, 2008). Pajak menjadi kewajiban kepada seluruh 
rakyat dalam suatu negara khususnya di Indonesia, sehingga setiap 
masyarakat harus mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan pajak baik 
mengenai asas, jenis / macam pajak yang berlaku dinegaranya, serta tata cara 







 Menurut lembaga pemungutnya pajak terdiri dari Pajak Pusat dan 
Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan Pajak 
Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak 
Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Provinsi seperti Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB). Contoh Pajak Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, dan Pajak Hiburan (Mardiasmo, 2016:9). 
 Salah satu pendapatan daerah menurut Undang – Undang No 34 
Tahun 2000 tentang sumber pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan Diatas Air. Pajak kendaraan bermotor 
salah satunya ada pajak alat berat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah 
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Alat berat 
merupakan salah satu kendaraan adalah peralatan teknis berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
menjadi gerak kendaraan. Kendaraan alat berat adalah kendaraan yang 
dipakai untuk suatu pekerjaan yang bersifat berat dan dalam lingkup yang 
besar. Misalnya pengaspalan jalan, penggalian tanah, dan lain-lain. Contoh 
kendaraan alat berat seperti forklift , buldozer, excavator, skider, vibrator, 






 Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang sangat 
berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sangat 
berpotensial mengingat pengguna dari kendaraan bermotor sendiri jumlahnya 
terus meningkat. Lantaran, kendaraan tersebut sangat menunjang masyarakat 
saat menjalankan aktifitasnya, seperti ke kantor, pasar dan ada juga kendaraan 
yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti bus/angutan, truk, 
dan alat-alat berat dan besar. Bahkan tidak sedikit orang yang memiliki lebih 
dari satu kendaraan. Namun, siapa sangka mereka yang memiliki kendaraan 
tersebut belum tentu memperhatikan kendaraannya dengan baik dan benar, 
misalnya saja telat membayar pajak kendaraan, dan menunda membayar 
pajak hingga menunggak pajaknya selama berbulan – bulan atau bahkan 
bertahun – tahun. 
 Dengan adanya tunggakan tersebut, otomatis pemilik kendaraan juga 
akan dikenakan sanksi keterlambatan pembayaran. Denda yang dijatuhkan 
bagi wajib pajak yang terlambat setiap daerah berbeda – beda tergantung 
dengan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Dan untuk denda 
keterlambatan pembayaran pajak pada bulan pertama dikenakan sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) dari Pajak Kendaraan Bermotor, kemudian untuk 
keterlambatan di bulan berikutnya dikenakan sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulannya. Namun untuk pemilik kendaraan yang telat membayar pajaknya 
lebih dari satu tahun tidak dapat membayar / mengurus pajaknya melalui 






 Namun untuk saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah 
memberikan kesempatan pemutihan atau pembebasan denda Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) agar pemilik kendaraan yang telat melunasi pajak 
tahunannya atau menunggak pajaknya bertahun – tahun bisa terbebas dari 
denda, dan masa pemutihan pajak ini berlaku hingga 6 September 2021. 
 Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada 
dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang 
menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan 
masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi 
bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan 
yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang 
diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang 
terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak 
daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. 
B. Ruang Lingkup Pembahasan 
 Ruang Lingkup Pembahasan dalam Laporan Akhir judul “Mekanisme 
Pemungutan Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Atas Alat-Alat Berat 
Dan Besar Pada SAMSAT Tegal” adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pemungutan penunggakan pajak kendaraan 
bermotor atas alat–alat berat dan besar di SAMSAT Kota Tegal? 
2. Bagaimana proses perhitungan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat 
berat dan besar? 





C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian Laporan Tugas Akhir 
ini adalah: 
a. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan penunggakan pajak 
kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar pada Samsat Kota 
Tegal 
b. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak kendaraan bermotor atas 
alat-alat berat dan besar 
2. Manfaat penulisan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah: 
a. Bagi penulis 
Untuk mengetahui atau memperluas wawasan dan menambah 
pengetahuan tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor atas alat-
alat berat dan besar di Samsat Tegal. 
b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Untuk menambah dan memperkaya bacaan di perpustakaan sehingga 
dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai referensi penelitian 
selanjutnya, serta bermanfaat bagi pengajar dan mahasiswa agar 









c. Bagi SAMSAT Kota Tegal 
Sebagai bahan masukan atau acuan sumber bacaan dan semoga dapat 
menjadi motivasi bagi pegawai SAMSAT untuk meningkatkan manfaat 
Pajak Kendaraan Bermotor. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek ini 
adalah: 
1. Interview / Wawancara 
Pencarian data dilakukan dengan wawancara dan tanya jawab secara 
langsung dengan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang mengetahui 
informasi yang diperlukan. 
2. Metode Observasi 
Pencarian data dengan mengamati secara langsung kegiatan – kegiatan 
yang dilakukan di SAMSAT Tegal 
3. Metode Studi Pustaka 






GAMBARAN UMUM INSTANSI / PERUSAHAAN 
 
A. Sejarah UPPD SAMSAT Kota Tegal 
 Berawal dari terbitnya kebijaksanaan desentralisasi merupakan 
landasan normotif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah, 
termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan 
kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur 
organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada 
gilirnya menurut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintah di daerah. 
Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis dari 
perubahan mendasar sistem Pemerintah Daerah sebagaimana digariskan 
dalam kebijakan desentralisasi. 
 Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, 
dasar penataan kelembagaan adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah yang didalamnya 
mengatur mengenai jumlah dinas, badan dan lembaga teknis serta sub-sub 
struktur yang menjadi bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang 
bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, melalui perhitungan secara skoring dalam 






 Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut membawa 
konsekuensi logis bagi perubahan sistem Pemerintah di daerah yang 
mendasar. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Provinsi, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang tidak lai bersifat Hirarki yang berjenjang, tetapi setiap 
Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Daerah Otonom. Begitu pula 
dalam distribusi dan alokasi kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota mengalami pergeseran dan perubahan. Peraturan 
perundang-undangan inti yang secara langsung mengatur mengenai organisasi 
perangkat daerah terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007), Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang 
Penunjuk Teknis, Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 
 Berdiri lemaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas 
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, 
pada mulanya adalah bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dengan 
tugas melakukan pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan dibidang 
pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah dan 





 Dasar pembentukan/berdirinya DIPENDA adalah keputusan Gubernur 
Jawa Tengah Tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A.36/I/15 tentang 
kedudukan dan susunan organisasi dan tunggal pokok DIPENDA dan pada 
saat itu berkedudukan dibawah Sekertariat Daerah. 
 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah 
merupakan unsur pelaksanaan otonomi  daerah dibidang Pendapatan Daerah 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Derah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 9 tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang pembentukan dan 
susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. 
 Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPPD Provinsi Jawa Tengah 
memiliki 37 (tiga puluh tujuh) unit pelayanan teknis di daerah yang disebut 
dengan Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) sesuai dengan Peraturan 
Gubernur Nomor 106 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
 UPPD Unit Pembantu Tingkat Daerah dibentuk melalui Peraturan 
Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Jawa Tengah. Masing-
masing UPPD dipimpin oleh seorang Kepala UPPD yang berada dibawah dan 






Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), terdiri atas: 
1. Kepala Unit 
Unit Pelaksana beberapa Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang 
dipimpin seorang Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
2. Sub Bagian Tata Usaha 
Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit. 
3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor 
4. Seksi Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan 
Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. 
5. Unit Pelaksana 
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pembantu (UPPD Pembantu) adalah 
sebuah unit pelaksana dibawah Unit Pelaksana Pendapatan Daerah yang 
dipimpin seorang Kepala Unit setingkat Kepala Seksi dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Pendapatan Daerah. 
B. Visi dan Misi UPPD SAMSAT 
 Visi dari Kantor SAMSAT Kota Tegal yaitu “terwujudnya pelayanan 
prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintahan yang bersih”. 
 Misi dari Kantor SAMSAT Kota Tegal antara lain : 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 





3. Meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan 
bermotor. 
4. Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat. 












Gambar 2.1. Struktur 
 Sumber : UPPD Samsat Kota Tegal 
Bagan-bagan struktur organisasi : 
1. Kepala UPPD : Mujiyono, SH, MH 
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Hery berthus, S.A, S.SE 
3. Kepala Seksi PKB : Muchamad safii, SH 
4. Kepala Seksi Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Penagihan : RM. Andi 
Mulyono K, SE.,M.Si 
 KA. UPPD 
 KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 KA. SUB BAGIAN TU 
 











5. Kelompok Jabatan Fungsional 
D. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  
Berikut penjelasan dari setiap bagian struktur organisasi yang telah 
digambarkan sebelumnya. 
1. Kepala UPPD 
2. Ka. Sub. Bag. TU 
a. Sub bagian pengelolaan ketatausahaan 
b. Sub bagian koordinasi dan penyusunan  
c. Sub bagian program dan kegiatan  
d. Sub bagian pengelolaan keuangan unit 
e. Sub bagian pengelolaan pegawaian  
f. Sub bagian pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah 
g. Sub bagian kerjasama dan kehumasan  
h. Sub bagian pengelolaan kearsipan dan dokumentasi 
i. Sub bagian koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan 
j. Sub bagian merencanakan anggaran belanja kantor tahun berjalan dan 
mendatang baik secara manual maupun melalui aplikasi E-project 
planning. 
k. Sub bagian mengontrol pengeluaran belanja kantor melalui aplikasi E-
controling 
l. Sub bagian mengontrol kehadiran pegawai melalui aplikasi E-presensi, 






3. Kasi Retribusi Pendapatan Lain-lain dan Penagihan  
a. Sub bagian menyiapkan penyusunan rencana teknis oprasional di 
bidang RPP 
b. Sub bagian pengoordinasian pelaksana teknis oprasional di bidang RPP 
c. Sub bagian pelaksanaan pemungutan retribusi  
d. Sub bagian pelaksanaan pemungutan dan koordinasi pajak lain-lain 
meliputi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok 
e. Sub bagian pengoordinasian pelaksanaan pendapatan lain-lain, yaitu 
bagi hasil pajak daerah 
f. Sub bagian pelaksanaan penagihan pajak RPP 
g. Sub bagian evaluasi dan pelaporan di bidang RPP 
4. Kasi Pajak dan BBNKB 
a. Sub bagian menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional 
dibidang PKB 
b. Sub bagian melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis operasional 
dibidang PKB 
c. Sub bagian melaksanakan rencana program kegiatan PKB dan BBNKB 
meliputi pendataan pelaporan dan keberatan PKB dan BBNKB 
d. Sub bagian melaksanakan sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kegiatan dibidang PKB dan BBNKB 
e. Sub bagian melaksanakan pelayanan konsultasi administrasi dan teknis 
dibidang PKB dan BBNKB 





E. Tata kerja, Lokasi dan Wilayah UPPD SAMSAT Kota Tegal 
1. Tata Kerja 
 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPPD, Ka. Sub. 
Bag Tata Usaha, Ka. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Ka. Seksi 
Retribusi, Pendapatan Lain-lain Penagihan dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar 
satuan organisasi di lingkungan Unit, sesuai dengan tugas pokok masing-
masing. Wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan 
harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 Kepala UPPD, Ka. Sub. Bag Tata Usaha, Ka. Seksi Pajak 
Kendaraan Bermotor, Ka. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain-lain Penagihan 
dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasi bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 
dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala 
secara tepat waktu. 
 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit dari bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 
lebih lanjut. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan 
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 





UPPD dan unit organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala 
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan. 
2. Lokasi UPPD SAMSAT Kota Tegal 
 Jl. Kapten Sudibyo No. 152 Telp/Fax. (0283) 353015 Tegal 52115 
3. Wilayah UPPD SAMSAT Kota Tegal 
a. Kondisi Geografis 
Kota Tegal berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah Barat, Laut 
Jawa di sebelah Utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah Timur dan 
Selatan. Tegal terletak 165 km sebelah Barat Kota Semarang atau 329 
km sebelah Timur Jakarta. Tegal memiliki lokasi yang strategis karena 
berada di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, serta terdapat 
persimpangan jalur utama yang menghubungkan Pantura dengan kota-
kota bagian Selatan Pulau Jawa. 
b. Jumlah Penduduk 
Penduduk Kota Tegal sampai dengan Tahun 2017 276.734 jiwa. 
Dengan luas wilayah 39,68 km2 maka kepadatan penduduk per 
kilometer persegi adalah 6.974 jiwa. Adapun wilayah Kota Tegal 
terbagi dalam empat Kecamatan, yaitu: 
1) Kecamatan Tegal Timur; 
2) Kecamatan Tegal Selatan; 
3) Kecamatan Tegal Barat; dan 





TINJAUAN TEORI  
 
A. Landasan Teori 
1. Definisi Pajak 
a. Pengertian Pajak 
 Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 
berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:3). 
b. Fungsi Pajak 
Mardiasmo (2018:4), ada dua fungsi pajak, yaitu: 
1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 







c. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang 
digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh 
wajib pajak ke Negara. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak yang 
digunakan di Indonesia, yaitu: 
1) Self Assessment System 
Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 
membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh 
wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak 
merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, 
dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh 
pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini 
adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment 
system diterapkan pada jenis pajak pusat (Online Pajak, 2018). 
2) Official Assessment System 
Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak 
yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak 
terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. 
Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak 
bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya 
surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa 




pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan 
pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB 
terutang setiap tahunnya. 
3) Withholding System  
Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga 
yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis 
pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah 
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) 
dan PPN. 
d. Jenis Pajak 
 Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara 
pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya yaitu (Online Pajak, 
2018): 
1) Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya  
a) Pajak Langsung 
Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri 
oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 
Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan 
sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. 
b) Pajak Tidak Langsung 
Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat 
dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki 




secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan 
atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan 
kepada pihak lain. 
2) Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya 
a) Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya 
sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu 
pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan 
diri wajib pajak. 
b) Pajak Objektif 
Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai 
dari objek pajak.  
3) Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya 
a) Pajak Pusat 
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh 
Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola 
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis 
pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara 
seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan 
kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan 
dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak 




Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 
b) Pajak Daerah 
Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola 
oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian 
digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses 
administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh 
pemerintah daerah setempat. Banyak yang mengira jika pajak 
pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak 
pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga 
masing-masing. Nyatanya, pajak pusat dan pajak daerah 
bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara 
nasional dari Aceh hingga Papua. Pembangunan nasional dapat 
berjalan dengan baik jika ada kesesuaian program kegiatan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  
2. Pajak Daerah 
a. Pengertian Pajak Daerah 
 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib dari penduduk suatu daerah 
kepada pemerintah daerah. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan 
oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan 




suatu daerah. Selain itu penerimaan pajak daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang digunakan pemerintah untuk 
menjalankan program-program kerjanya (Online Pajak, 2018). 
b. Fungsi Pajak Daerah 
 Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah 
mempunyai peran penting dalam melaksanakan fungsi 
Negara/Pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (regulatory), 
penerimaan (budgetory), redistribusi (redistributive), dan alokasi 
sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi antara 
keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk 
alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada 
masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian, sesuai hal 
tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi 
utama, yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Namun, 
perbedaan ini tidaklah dikotomis. 
1) Fungsi Penerimaan (budgetair) 
Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah mengisi kas 
daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana 
dapat diartikan sebagai alat Pemerintah daerah untuk menghimpun 
dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan 
pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip 




dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu 
penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. 
2) Fungsi Pengaturan (regulerend) 
Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau 
regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh 
pemerintah daerah sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu. Dalam hal ini pengenaan pajak daerah dapat dilakukan 
untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. 
Pemungutan pajak daerah ditunjukan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah. Terlebih lagi di era ekonomi daerah, dimana 
kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan 
pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber 
pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara 
kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat 
mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari 
pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang 
tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. 
Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak 
positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak 
daerah yang rendah. 
Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan 
oleh daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi 




daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar 
golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan 
masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, 
namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi 
pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak 
dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah 
dalam rangka menarik investasi di daerahnya.  
c. Jenis – Jenis Pajak Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis Pajak 
Daerah antara lain (Mardiasmo, 2018:15) : 
1) Pajak Provinsi 
a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
d) Pajak Air Permukaan 
e) Pajak Rokok 
2) Pajak Kabupaten/Kota 
a) Pajak Hotel 
b) Pajak Restoran 
c) Pajak Hiburan 
d) Pajak Reklame 
e) Pajak Penerangan Jalan 




g) Pajak Parkir 
h) Pajak Air Tanah 
i) Pajak Sarang Burung Walet 
j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
k) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 
3. Pajak Kendaraan Bermotor 
a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 
 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas 
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan 
bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang 
digunakan semua jenis jalan darat, dan digunakan oleh peralatan teknik 
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah 
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat–alat berat dan alat-alat 
besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan 
di air (Republik Indonesia, 2009). 
b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor 
 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau 
penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian 
Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta 
gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan 




GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross 
Tonnage) (Kalteng.go.id, 2011). 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 
3 pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau 
penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, objek pajak akan 
dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan 
penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah: 
1) Kereta api; 
2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan negara; 
3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, 
konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan 
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan 
4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. 
 Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari 
pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan 
daerah antara lain: 
1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang 
pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian 
rakyat. 
2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang 




3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan 
atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, 
untuk dijual, dan tidak dipergunakan lagi dalam lalu lintas bebas. 
4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing 
yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari. 
5) Kendaraan pemadam kebakaran. 
6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara. 
c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 
 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau 
Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang 
memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, 
kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan 
tersebut (Kalteng.go.id, 2011). 
d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Pasal 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah 
hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu: 
1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 
2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 





Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, 
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar 
pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan 
Bermotor (NJKB). Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang 
nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian 
sebagai berikut: 
1) Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau 
pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor 
tersebut dianggap masih dalam batas toleransi 
2) Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor 
tersebut dianggap melewati batas toleransi. 
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga 
Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang 
akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan berdasarkan 
Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun 
Pajak sebelumnya. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan 
Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat 
ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: 
1) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan 
tenaga yang sama 




3) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor 
yang sama 
4) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan 
Bermotor yang sama 
5) Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor 
6) Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis 
7) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan 
Impor Barang (PIB). 
Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor: 
1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, 
dan berat Kendaraan Bermotor 
2) Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut 
solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar 
lainnya 
3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan 
Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, 
dan isi silinder. 
Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan 
(Republik Indonesia, 2009).  
Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 




Nomor 23 Tahun 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. 
Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum 
orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Dasar pengenaan 
PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan 
sebesar 80% (delapan puluh persen). Sedangkan penghitungan dasar 
pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 
ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai 
jual motor penggerak kendaraan bermotor di air. NJKB untuk 
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan 
HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada 
minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya (Kalteng.go.id, 
2011). 
e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut: 
1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan 
kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan 
paling tinggi 2% (dua persen) dan untuk kepemilikan kendaraan 
bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara 
progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 
10% (sepuluh persen). 
2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, 
pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan 




Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan 
paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 
sebesar 1% (satu persen). 
3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan 
paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 
4) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 
yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling 
tinggi masing-masing sebagai berikut: 
a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima 
persen) 
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol 
tujuh puluh lima persen) 
5) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 
masing-masing sebagai berikut: 
a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) 
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) 
Pajak terutang = tarif pajak x DPP 









Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Alat Berat 




















































11 600618 00799 𝐶𝐴𝑆𝐸 580T 4X4 / 
TLB 
2013 2,315,000,000 











14 600074 19312 𝐶𝐴𝑇𝐸𝑅𝐹𝐼𝐿𝐿𝐴𝑅 304 CR / MINI 
EXCAVATOR 
2015 782,000,000 




Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 
f. Masa Pajak Kendaraan Bermotor 
 Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-undang KUP. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan 
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. 
 Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang 
harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau 
dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
setempat. 
 Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua 
belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan 
bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka. Untuk 
Pajak Kendaraan Bermotor yang kena keadaan kahar (force majeure) 




restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang 
belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
restitusi diatur dengan peraturan gubernur. 
g. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Alat-Alat Berat atau 
Alat-Alat Besar  
 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau 
lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, 
dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. 
 Jadi Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat Dan Besar adalah 
kendaraan yang bergerak berupa mesin atau motor yang dimanfaatkan 
untuk mengubah sumber daya energi tertentu, dan kendaraan yang tidak 
melekat secara permanen, seperti forklift, bulldozer, wheel loader, log 
loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, 
compactor dan scraper. 
 Pemerintah dan DPR sepakat akan tetap mengenakan Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar 
dalam amandemen UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah. Ketua Panitia Kerja Amendemen UU Pajak Daerah 




Bermotor (PKB) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar tersebut 
dipastikan tidak akan memberatkan dunia usaha mengingat telah 
dilakukan penyesuaian berupa penurunan tarif PKB.  
 Tarif diturunkan menjadi 0,1% sampai 0,2% dari tarif sebelumnya 
0,5%. Adapun tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat-alat berat 
dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling 
tinggi sebesar 0,2%. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) dari objek pajak ini dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor. 
Pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk alat-alat berat 
dan alat-alat besar dimaksudkan menyediakan dana bagi pemerintah 
daerah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat dari 
pengoperasian alat-alat berat tersebut. 
B. Praktek 
1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat 
 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia harus 
dilandasi dasar hukum yang jelas dan kuat agar menjamin kelancaran 
pengenaan dan pemungutannya, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat 
dan pihak yang terkait. Hal ini juga berlaku untuk pajak kendaraan alat 
berat, antara lain: 





b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
d. Peraturan daerah provinsi yang mengatur pajak kendaraan bermotor dan 
kendaraan air. Praturan daerah ini dapat menyatu yaitu satu peraturan 
daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, 
yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, yaitu 4 Juli 1997. 
f. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak kendaraan bermotor 
dan kendaraan atas air. Aturan pelaksanaan peraturan daerah untuk 
PKB dan KAA. 
2. Mekanisme Pemungutan Tunggakan PKB Alat Berat 
 Pengertian pemungutan yang diatur dalam Pasal 1 angka 49 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi 
Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang, hingga penagihan pajak atau retribusi kepada wajib 
pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pajak yang 
terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu 
saat, dalam masa pajak, atau  dalam tahun pajak menurut ketentuan 




pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa 
pajak terjadi pada saat pendaftaraan kendaraan bermotor. 
 Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 (dua 
belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan 
bermotor. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pemungutan pajak tahun 
berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala 
daerah. PKB dibayar sekaligus di muka, untuk masa pajak 12 (dua belas) 
bulan ke depan. Untuk PKB yang  karena keadaan kahar (force majeure) 
masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi 
atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. 
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (force majeure)” adalah suatu 
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, 
misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana 
alam. PKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan 
bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi 
yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup 
wilayah administrasinya. 
 Pemungutan tunggakan PKB akan dilakukan penagihan dengan 
mengirimkan pemberitahuan melalui surat teguran yang pertama kepada 
wajib pajak, apabila setelah mengirim surat tersebut namun wajib pajak 
masih tidak merespon makan akan dikirim lagi surat teguran yang kedua 




maka penagihan akan dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke 
alamat/rumah wajib pajak yang telah tercantum. Di dalam surat teguran 
disebutkan bahwa wajib pajak dapat melunasi tagihannya dalam jangka 
waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran tersebut. Selain untuk 
mengingatkan wajib pajak mengenai kewajiban pembayaran PKB, surat 
yang dikirimkan kepada wajib pajak juga bertujuan untuk memperbarui 
data status kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh Bapenda.  
 Melalui surat tersebut, akan dilakukan pendataan apakah 
kendaraan yang dimaksud masih dimiliki oleh pemilik lama sesuai dengan 
yang tertera, atau sudah dijual dan berganti kepemilikan. Dalam surat yang 
dikirimkan, nantinya akan tercantum berapa jumlah utang PKB yang 
belum dibayar, jenis dan merek kendaraan, serta nilai pajak pokok dari 
kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak. Prosedur pembayarannya sama 
saja seperti membayar pajak tahunan biasa, memenuhi persyaratannya 
dengan membawa KTP asli dan STNK asli serta nominal yang harus 
dibayar saja yang berbeda karena dikenakan denda sesuai dengan berapa 
lama wajib pajak menunggaknya. Pada saat wajib pajak mengalami 
keterlambatan saat membayar pajak, ternyata selain harus membayar 
denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) wajib pajak juga harus 
membayar denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 
(SWDKLLJ). Dan untuk tarif perhitungan denda PKB yaitu : 
a. PKB x 25% x 3/12 Untuk Keterlambatan 3 Bulan 




c. PKB x 25% x 12/12 Untuk Keterlambatan 12 Bulan 
d. Untuk denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan) dikenakan sebesar Rp. 100.000 
 Namun apabila ada kendaraan yang sudah pindah kepemilikannya 
atau sudah dijual maka pemilik kendaraan yang lama harus segera 
melakukan pemblokiran identitas pada STNK agar tidak ditagih lagi 
pajaknya dan tidak terkena pajak progresif. Pajak progresif adalah beban 
perpajakan yang dikenakan kepada setiap pemilik kendaraan yang lebih 
dari satu. Pengenaannya mengacu pada Kartu Keluarga (KK). Untuk 
memblokir STNK tidak sulit caranya, yang perlu diperhatikan hanyalah 
kelengkapan dokumen saja. Pemilik bisa mendatangi kantor Samsat 
terdekat dengan menyerahkan surat pernyataan penjualan kendaraan yang 
bermaterai serta melampirkan fotokopi STNK dan KTP. Setelah itu data 
akan segera diproses dan dilakukan pemblokiran oleh petugas Samsat 
bagian pelaporan PKB dan untuk pemilik berikutnya wajib untuk segera 
melakukan balik nama. 
 Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, BPPD (Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah) Provinsi Jawa Tengah dan Samsat selalu 
membuat target realisasi Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini bertujuan 
untuk menstimulasi realisasi pemerimaan pajak kendaraan bermotor. 
Dengan adanya target penerimaan maka BPPD dan Samsat akan terus 
berupaya agar target penerimaaan pajak tersebut dapat tercapai. Penetapan 




dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Secara 
rinci jumlah target dan realisasi penerimaan kendaraan bermotor pada 
Kantor BPPD dan Samsat dapat dilihat pada tabel berikut. 
  TABEL 3.2 
Target Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 
 
NAMA REKENING TARGET REALISASI PRESENTASE 
Mobil Penumpang 
Sedan Pribadi 
144,474,763,000 56,080,294,500 38.82% 
Mobil Penumpang 
Sedan Umum 
498,414,000 171,385,000 34.39% 
Mobil Penumpang 
Sedan Pemda 
737,246,000 294,089,500 39.89% 
Sepeda Motor Roda 
Dua Pribadi 
1,954,677,509,000 953,866,502,950 48.80% 
Sepeda Motor Roda 
Dua Pemda 
2,962,538,000 1,089,856,000 36.79% 
Sepeda Motor Roda 
Tiga Pribadi 
1,957,100,000 2,733,497,000 139.67% 
Sepeda Motor Roda 
Tiga Pemda 
135,176,000 64,723,500 47.88% 
Mobil Penumpang 
Jeep Pribadi 
252,698,899,000 123,453,519,500 48.85% 
Mobil Penumpang 
Jeep Pemda 






1,973,066,230,000 984,335,780,850 49.89% 
Mobil Penumpang 
Minibus Umum 
3,168,860,000 1,335,794,100 42.15% 
Mobil Penumpang 
Minibus Pemda 
10,783,329,000 4,062,208,300 37.67% 
Mobil Microbus 
Pribadi 
21,831,649,000 11,887,523,500 54.45% 
Mobil Microbus 
Umum 
4,095,448,000 1,585,283,500 38.71% 
Mobil Microbus 
Pemda 
736,907,000 384,746,000 52.21% 
Mobil Bus Pribadi 983,135,000 811,037,500 82.50% 
Mobil Bus Umum 8,860,816,000 2,841,275,500 32.07% 
Mobil Bus Pemda 74,273,000 32,264,000 43.44% 
Mobil Beban Pick 
Up Pribadi 
326,140,539,000 158,246,908,550 48.52% 
Mobil Beban Pick 
Up Umum 
2,871,112,000 764,208,000 26.62% 
Mobil Beban Pick 
Up Pemda 
1,192,551,000 606,972,000 50.90% 
Mobil Beban Light 
Truck Pribadi 




Mobil Beban Light 
Truck Umum 
54,749,405,000 15,244,439,100 27.84% 
Mobil Beban Light 
Truck Pemda 
1,885,543,000 707,820,500 37.54% 
Mobil Beban Truck 
Pribadi 
44,537,387,000 22,538,666,000 50.61% 
Mobil Beban Truck 
Umum 
38,946,455,000 13,842,985,500 35.54% 
Mobil Beban Truck 
Pemda 
405,711,000 55,825,000 13.76% 
Mobil Beban Blind 
Van Pribadi 
8,396,644,000 6,020,798,000 71.70% 
Mobil Beban Blind 
Van Umum 
5,629,000 13,648,500 242.47% 
Mobil Beban Blind 
Van Pemda 
16,913,000 18,357,500 108.54% 
 Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
3. Proses Perhitungan PKB Alat Berat 
 Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan 
Bermotor Alat-Alat Berat dan Besar ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-
Alat Berat dan Besar. NJKB Alat-Alat Berat dan Besar, ditetapkan 
berdasarkan HPU (Harga Pasaran Umum) atas suatu Kendaraan Bermotor 




dan besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) 
dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 
Contoh Perhitungan PKB Alat Berat: 
Merek/jenis/type : Komatsu/PC 200/Excavator 
Tahun pembuatan : 2013 
NJKB  : Rp. 1.299.000.000 
Dasar Pengenaan : NJKB x tarif 
Perhitungan PKB = Rp. 1.299.000.000 x 0,2% 
  = Rp. 2.598.000 
4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB  
a. Pendaftaraan: 
Untuk dapat melaksanakan perhitungan besarnya PKB harus dilakukan 
pendaftaran terhadap obyek Pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut: 
1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan 
Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar 
sesuai dengan identitas kendaraan bermotor wajib pajak yang 
bersangkutan serta ditandatangai oleh Wajib Pajak dan Kuasanya. 
2) SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat 
kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru. 
Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan 
bermotor lama, 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar 





3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa 
pajak, baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin 
suatu kendaraan bermotor wajib dilaporkan dengan menggunakan 
SPPKB. 
b. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor: 
Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB 
berdasarkan SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya 
pajak yang terutang. 
c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor: 
1) Pembayaran atas PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk 12 (dua 
belas) bulan. 
2) PKB dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterbitkannya SKPD, STTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatandan Putusan Banding yang menyebabkan 
jumlah PKB yang harus dibayar bertambah. 
3) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 
Pajak untuk menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 
2% (dua persen) setiap bulan. 
4) Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi 





d. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor: 
Pada lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayar 
PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak 
akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib 
Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu 
pembayaran PKB. Pelaksanaan Penagihan PKB sebagai berikut: 
1) Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 
lainnya yang sejenis sebagai awal tindakkan pelaksanaan penagihan 
pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran 
pajak. 
2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak 
harus melunasi pajak terutang. 
5. Hambatan dan Solusi Pemungutan Tunggakan PKB 
a. Hambatan pemungutan tunggakan PKB 
Hambatan pemungutan tunggakan pajak bisa disebabkan oleh wajib 
pajak yang enggan membayar pajak karena berfikir penerimaan pajak 
banyak di korupsi oleh pejabat negara sehingga wajib pajak menghindar 
dari kewajiban pajak yang harus dibayarnya. Kurangnya pengetahuan 
wajib pajak mengenai informasi tentang pajak menyebabkan rendahnya 
tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dan sanksi yang 




berfikir bahwa apabila tidak membayar pajak maka tidak akan 
mendapatkan sanksi apapun.  
Meskipun dalam pemungutan pajak secara teoritik maupun secara 
hukum memiliki dasar yang kuat, namun dalam praktek 
pemungutannya ada banyak hambatan yang mungkin terjadi. Ada 
setidaknya dua jenis hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan 
pemungutan pajak yang pertama adalah Perlawanan Pasif yaitu 
keengganan wajib pajak dalam membayar pajak. Keengganan ini dipicu 
oleh beberapa alasan misalnya kurangnya edukasi terkait pajak 
sehingga membuat masyarakat kurang menyadari pentingnya 
membayar pajak. Maraknya korupsi akibat dari lemahnya penegakan 
hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara, 
sehingga memberikan perkembangan yang kurang baik bagi 
pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Alasan lain 
yaitu karena sistem perpajakan yang cenderung sulit dan rumit, 
sehingga masyarakat kurang memahami tata laksana perpajakan. Alasan 
lain yaitu sistem kontrol yang tidak jalan, mereka yang tidak membayar 
pajak ternyata tidak dikenakan sanksi sehingga hal ini akan 
menimbulkan pemikiran untuk apa membayar pajak apabila tidak ada 






Hambatan pemungutan pajak yang kedua adalah perlawanan aktif. 
Perlawanan aktif ini memiliki dua bentuk, yang pertama disebut Tax 
Avoidance yaitu usaha penghindaran pajak yang bertujuan untuk 
meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah 
terhadap ketentuan perpajakan. Dan pada dasarnya Tax Avoidance ini 
mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan pajak apapun, 
namun mempunyai dampak yang cukup merugikan bagi penerimaan 
perpajakan di Indonesia. Seperti contoh dalam kasus ketika wajib pajak 
membayarkan pajaknya lebih sedikit daripada yang seharusnya terutang 
dengan memanfaatkan ketentuan hukum, sehingga wajib pajak 
berusaha untuk pajak yang terutang dikenakan atas keuntungan yang 
telah dibuat bukan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan wajib 
pajak sengaja untuk menunda pembayaran pajak terutangnya. 
Bentuk yang kedua disebut Tax Evasion yaitu usaha penggelapan pajak 
yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang 
harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal. Seperti contoh dalam 
kasus penggelapan pajak yang sudah lumrah dilakukan yaitu misalnya 
wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke 
dalam SPT, serta membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya 
dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk 






b. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi tunggakan PKB 
Untuk mengurangi adanya tunggakan PKB saat ini pemerintah akan 
lebih tegas untuk mensosialisasikan melalui media cetak atau media 
elektronik tentang PKB agar masyarakat bisa mengetahui pentingnya 
membayar pajak dan bisa menjadi budaya sadar bayar pajak kendaraan 
bermotor tepat waktu. Serta melakukan tindakan lapangan secara 
langsung terhadap masyarakat yang menunggak pajak kendaraan 







A. Kesimpulan  
 Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib 
pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau  dalam tahun pajak menurut 
ketentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah provinsi setempat. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa 
pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran 
kendaraan bermotor. 
 Pemungutan penunggakan PKB akan dilakukan penagihan secara 
langsung ke alamat/rumah wajib pajak apabila usaha penagihan PKB melalui 
surat tidak digubris oleh wajib pajak setelah Bapenda mengirimkan 3 (tiga) 
kali surat teguran kepada wajib pajak. Dan penghapusan data atau 
pemblokiran kendaraan juga bisa dilakukan bagi kendaraan yang menunggak 
pajaknya lebih dari 5 tahun. 
 Namun menurut Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi 
Undang-Undang PDRD No 28/2009 yang berlaku sejak Oktober 2020, saat 
ini alat berat/besar sudah tidak lagi di klasifikasikan sebagai kendaraan 
bermotor yang dipungut pajak. Hakim juga menyatakan bahwa pemungutan 
pajak atas alat berat/berat berlaku selama tiga tahun setelah putusan 






B. Saran  
 Sangat diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dalam 
membayar pajak guna meningkatkan pembangunan negara agar menunjang 
kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, sehingga sebagai warga negara yang 
baik sudah menjadi kewajiban kita untuk membayar pajak, agar tidak menjadi 
tunggakan yang bisa membebankan kita untuk membayar setiap tahunnya. 
Oleh karena itu untuk mengurangi tunggakan pembayaran pajak khususnya 
Pajak Kendaraan Bermotor UPPD SAMSAT Kota Tegal saat ini telah 
menyediakan layanan seperti, Samsat Keliling yang dapat membantu 
masyarakat / pemilik kendaraan yang berdomisili jauh dari Kantor Samsat 
induk dalam pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta mensosialisasikan 
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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan 
PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Tahun 2019; 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 








2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 








Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  KENDARAAN BERMOTOR 
TAHUN 2019. 
 




Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, 
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta 
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang 
memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut 
bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang 
menggunakan plat dasar warna kuning. 
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor 
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 
atau pemasukan ke dalam badan usaha. 
5. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang 





6. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat 
besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen. 
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB 
adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. 
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut 
NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu 
Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta 
penggunaannya. 
9. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 
10. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang 
ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak 
berwenang. 
11. Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang 
dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body. 
12. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang 
dihitung dari Tahun Pembuatan. 
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 




OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA 
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
 










(2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan 
Bermotor. 
(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; 
b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan 
c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar. 
(4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas: 
a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus; 
b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus; 
c. mobil barang yang meliputi pick up, light truck, truck  
dan sejenisnya; 
d. mobil roda tiga; 
e. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan 






(1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki 
dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. 
(2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat 
menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. 
 
BAB III 
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
 
Bagian Kesatu 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang 






(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis 
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
huruf a dan ayat (4). 
(2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: 
a. NJKB; dan 
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 




(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan 
berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama 
bulan Desember Tahun 2018. 
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
ketentuan: 
a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum 
dikenakan pajak pertambahan nilai; dan 
b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan 
pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB. 




NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan 











(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, 
dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 
(satu koma tiga). 
(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga 
nilai koefisien sama dengan 1 (satu); 
b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh 
lima); 
c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol 
lima puluh); 
d. blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 
(satu koma nol delapan puluh lima); 
e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan 
f. light truck dan truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma 
tiga). 
(3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan 
pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran 
lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor. 
 
Pasal 8 
NJKB dan NJKB Ubah Bentuk, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 9 
(1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang 
ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. 
(2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk 
orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan 
BBN-KB. 





ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. 
(4) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk 




Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang 
Dioperasikan di Air 
 
Pasal 10 
(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan 
Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual 
rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air. 
(2) Nilai jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas 
suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu 
pertama bulan Desember Tahun 2018. 
(3) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 
sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body. 
(4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di 
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya 
kuda/horse power dan umur motor. 
 
Pasal 11 
(1) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang 
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan 






b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan 
c. besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya. 
(2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air 
dikelompokkan berdasarkan fungsi: 
a. angkutan penumpang dan/atau barang; 
b. penangkap ikan; 
c. pengerukan; dan 
d. pesiar, olahraga atau rekreasi. 
 
Pasal 12 
NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan 
Bermotor yang dioperasikan di Air. 
 
Bagian Ketiga 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat 
dan Alat-Alat Besar 
 
Pasal 13 
(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan 
Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-
Alat Berat dan Alat- Alat Besar. 
(2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor 
Alat-Alat Berat dan Alat- Alat Besar. 
 
Pasal 14 
NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam 







Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan yang Belum Tercantum 
Dalam Lampiran Peraturan Menteri 
 
Pasal 15 
Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan 
Bermotor Tahun Pembuatan 2019 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya 
belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih 
lanjut oleh Menteri. 
 




(1) Gubernur menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan 
PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang masuk melalui 
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
(2) Ketentuan mengenai NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan 




Dalam hal truck, light truck, bus dan microbus masih berbentuk chasiss, 
dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk. 
 
Pasal 18 
(1) Ketentuan mengenai NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk Kendaraan 







(2) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 
paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diundangkan. 
 




Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), 




Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
 
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 13 Maret 2019 
 
 MENTERI DALAM NEGERI 









Diundangkan di Jakarta pada  







PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  















Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
 
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 13 Maret 2019 
 
 MENTERI DALAM NEGERI 









Diundangkan di Jakarta pada  







PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HASIL WAWANCARA DENGAN SAMSAT 
1. Mekanisme Pemungutan PKB Alat Berat 
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PDRD, objek PKB adalah 
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam 
kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya, yang 
dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang 
dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor gross tonnage 5 sampai dengan 
gross tonnage 7. 
Awalnya, alat berat dikategorikan sebagai objek PKB. Namun, 
sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 15/PUU-XV/2017 
mengenai pengujian UU PDRD, alat berat sudah tidak lagi diklasifikasikan 
sebagai kendaraan bermotor yang dipungut pajak. 
Hakim menyatakan bahwa pemungutan pajak atas alat berat 
berlaku selama tiga tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi keluar 
dan sepanjang belum ada regulasi baru. Keputusan ini sejalan dengan 
dibatalkannya pasal yang menyatakan bahwa alat berat/besar termasuk 
kendaraan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
2. Proses Perhitungan Kendaraan Alat Berat 
Rumus : PKB = NJ x 0,2 x 1,02% 
Contoh Perhitungan PKB Alat Berat: 
Jenis/merek/type : Hitachi ZX 138 MF EXCAVATOR 
Tahun pembuatan : 2015 





Dasar Pengenaan : NJ x 0,2 x 1,02% 
Perhitungan PKB = Rp. 1.167.000.000 x 0,2 x 1,02% 
  = Rp. 2.380.680 
3. Timbulnya tunggakan pajak 
Disebabkan oleh tempat pembayaran pajak, informasi tentang pajak, 
rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi. Wajib 
pajak yang melakukan tunggakan kendaraan bermotor mereka dengan 
alasan karena tingkat pendapatan dan pekerjaan wajib pajak serta 
pelayanan yang diberikan baik itu mengenai tempat pembayaran maupun 
informasi mengenai pajak. Serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan.  
4. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi tunggakan PKB 
Untuk mengurangi adanya tunggakan PKB saat ini pemerintah akan lebih 
tegas untuk mensosialisasikan melalui media cetak atau media elektronik 
tentang PKB agar masyarakat bisa mengetahui pentingnya membayar 
pajak dan bisa menjadi budaya sadar bayar pajak kendaraan bermotor tepat 
waktu. Serta melakukan tindakan lapangan secara langsung terhadap 
masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor atau dengan 
melakukan Door To Door. 
5. Perhitungan denda PKB 
a. PKB x 25% x 3/12 Untuk Keterlambatan 3 Bulan 
b. PKB x 25% x 6/12 Untuk Keterlambatan 6 Bulan 






Contoh Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor 
 
 







Contoh Bukti Pembayaran Alat Berat 
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